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NOMOR 11 TAHUN  2009   

 
TENTANG 

 
RETRIBUSI IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK  

UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KOTABARU, 

 
Menimbang 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Mengingat 
 

 
 
 

: 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

: 
 

 
 
 

a. bahwa untuk sebagian pelayanan usaha penyediaan tenaga 

listrik untuk kepentingan sendiri diperlukan peran serta 
masyarakat berupa pembayaran retribusi untuk menutup 
sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan 

dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan 
aspek keadilan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Retribusi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk 

Kepentingan Sendiri. 
 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan  Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai 
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang 

Ketenagalistrikan  (Lembaran  Negara Republik Indonesia 
Tahun  1985 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3317); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 

tentang Pajak dan Retribusi Daerah  (Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Tahun  2000 Nomor 296 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 



 - 2 - 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  (Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Tahun  1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun  2004 Nomor 53 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4389); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah 

beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438);   

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438) ;                           

9. Peraturan Pemerintah  Nomor 10 Tahun 1989 tentang 

Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3394) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan 

Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4628); 

10. Peraturan Pemerintah  Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4139); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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12. Peraturan Pemerintah  Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

13. Peraturan Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 
Perundang-undangan; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 

tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;  

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 

tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;  

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2006 
tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 

Daerah; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 

1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kotabaru Tahun 1991 Nomor 05 Seri C); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 
2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 

19); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 
2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah KabupatenKotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kotabaru Tahun 2008 Nomor 09); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOTABARU 

dan 

BUPATI KOTABARU 
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MEMUTUSKAN : 

 

     Menetapkan   : PERATURAN DAERAH  TENTANG RETRIBUSI IZIN 
USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK 

KEPENTINGAN SENDIRI. 

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsif Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah  Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya 
sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Kotabaru. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru. 

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru. 

7. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kotabaru. 

8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

9. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan 
pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. 

10. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, 

ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak 
termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.   

11. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya 
disebut UKS adalah usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik 

yang memberikan kegunaan bagi kepentingan sendiri. 

12. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri yang 
selanjutnya disebut IUKS adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada 

Koperasi, Swasta, BUMN/BUMD atau lembaga negara lainnya untuk melakukan 
usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. 

13. Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri yang 
selanjutnya disebut PIUKS adalah Koperasi, Swasta, BUMN/BUMD atau lembaga 
negara lainnya yang telah mendapat izin dari Bupati untuk melakukan usaha 

penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. 

14. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.



15. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber 
pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen, atau penyaluran 

tenaga listrik antar sistem. 

16. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau 

dari sistem pembangkitan kepada konsumen.   

17. Instalasi Ketenagalistrikan, selanjutnya disebut instalasi,adalah bangunan sipil dan 

elektromekanik, mesin-mesin, peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya 
yang digunakan untuk pembangkitan, konvensi, transformasi, distribusi dan 
pemanfaatan tenaga lisrik.  

18. Jaringan Distribusi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan kerja sampai 
dengan 35.000 volt. 

19. Jaringan Transmisi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan di atas 35.000 
volt. 

20. Pembangkit adalah pembangkit tenaga listrik termasuk gedung dan perlengkapan 

yang dipakai untuk maksud itu beserta alat-alat yang diperlukan. 

21. Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara 

terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan. 

22. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan 

sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga 
listrik untuk kepentingan sendiri. 

23. Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk 

kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang 
relatif mudah dipindah-pindahkan (jenis portable). 

24. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah 
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang 
pribadi dan atau badan. 

25. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah 

Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada penanggung jawab usaha 
dan/atau kegiatan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian 

dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya 
alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi 
kepentingan umum dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan. 

26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha 
ketenagalistrikan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi terutang 

termasuk pemungut atau pemotong retribusi. 

27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu 

bagi wajib retribusi diwajibkan untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu 
dari Pemerintah Daerah. 

28. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPDORD 

adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek 
retribusi dan wajib retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-

undangan Retribusi Daerah. 

29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat 

ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang. 
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30.  Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan 
mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan 

pemenuhan kewajiban retribusi berdasarakan peraturan Perundang-undangan 
Retribusi Daerah. 

31. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan 
yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut 

Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta 
menemukan tersangkanya. 

 

 

BAB  II 

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI DAERAH  

 

Pasal 2 

Dengan nama Retribusi IUKS dipungut retribusi atas setiap pemberian izin usaha 

penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.  

 

Pasal 3 

(1) Obyek retribusi adalah pemberian IUKS, tidak termasuk penyediaan listrik dengan 
kapasitas terpasang < 200 KVA.  

(2) Subjek retribusi adalah Koperasi, Swasta, BUMN/BUMD atau lembaga negara 
lainnya yang mendapat IUKS. 

 
 

 
BAB  III 

GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 4 

Retribusi IUKS digolongkan sebagai retribusi jasa umum. 

 

 

BAB IV 

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA 
TARIF 

 

Pasal 5 

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan 
pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian 
izin. 
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BAB V 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

 

Pasal 6 

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan izin yang 
dikeluarkan. 

(2) Struktur Tarif Retribusi Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri 
(IUKS) ditetapkan berdasarkan izin yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud ayat 
(1) Pasal ini. 

 

Pasal 7 

Besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) 
ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).  

 

 

BAB VI 

TATA CARA PEMBAYARAN 

 

Pasal 8 

Retribusi disetor langsung pada bendaharawan khusus penerima pada instansi 
pelaksana penerbitan IUKS atau UPT di Dinas yang besangkutan. 

 

 

BAB VII 

PENYIDIKAN 

 
Pasal 9 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi 

wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana 
Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan 

berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan 
atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; 

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau 
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 

pidana dibidang retribusi daerah tersebut; 

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan 
dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; 

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; 
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e. Melakukan penggeledahan untuk memperoleh bahan bukti dari pembukuan, 
pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti 

tersebut; 

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 

tindak pidana dibidang retribusi daerah; 

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau 

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas 
orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ; 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; 

i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; dan 

j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana 
dibidang retribusi daerah menurut hokum yang dapat dipertanggungjawabkan. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya 

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana. 

 

 

BAB  VIII 

SANKSI PIDANA 

 
Pasal  10 

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan 
keuangan daerah dipidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau 

denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). 

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. 

(3) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah. 

(4) Selain tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak 
pidana kejahatan berupa pencurian dan atau yang mengakibatkan perusakan dan 

pencemaran lingkungan hidup dikenakan ancaman pidana sesuai dengan KUHP, 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 
dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan. 

 

 

BAB  IX 

KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal  11 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, IUKS yang dikeluarkan sebelum 

Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya 
berakhir. 
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Pasal 12 

Bagi usaha dan atau kegiatan yang sudah beroperasi belum memiliki IUKS, maka 

dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan wajib 
mengajukan permohonan izin tertulis kepada Kepala Dinas. 

 

 

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 13 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai 

pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati. 

 

Pasal 14 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangkan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru. 

 

                                                                          Ditetapkan di Kotabaru 
                                                                          pada tanggal 28 September 2009      
              

                                                                                BUPATI KOTABARU,  

 

 

                                                                             H. SJACHRANI MATAJA 

 

 

Diundangkan di Kotabaru 

pada tanggal 28 September 2009    
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU, 

 

 

                        H. SUWARDI 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2009 NOMOR 11 
 


